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 Pemahaman penyuluh pertanian tentang peraturan jabatan fungsional merupakan 

hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan karier. Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 (PermenpanRB 35/2020) tentang Jabatan 

Fungsional Penyuluh Pertanian merupakan peraturan terbaru yang belum banyak 

tersosialisasikan kepada penyuluh pertanian di daerah. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas sosialisasi terhadap tingkat pengetahuan penyuluh 

pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan tentang PermenpanRB 35/2020 tersebut. 

Pengumpulan data dilakukan melalui survei yang melibatkan 15 orang penyuluh 

pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai responden pada bulan Desember 

2021. Analisis data menggunakan uji-t berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat pengetahuan penyuluh meningkat rata-rata dari 74,44 menjadi 88,00 

pada skala pengukuran 0-100 atau meningkat 13,56% akibat adanya sosialisasi. 

Peningkatan pengetahuan ini bernilai signifikan pada level α=0,05 yang 

mengindikasikan bahwa sosialisasi PermenpanRB 35/2020 efektif meningkatkan 

pengetahuan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, 

disarankan agar sosialisasi tentang PermenpanRB 35/2020 dilanjutkan di tingkat 

Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan agar dapat meningkatkan pengetahuan 

penyuluh lapangan tentang aturan ini. 
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 Understanding of functional position regulations by agricultural extension agents 

is very important in carrying out duties and career advancement. The Regulation 

of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform of 

the Republic of Indonesia Number 35 of 2020 (PermenpanRB 35/2020) concerning 

Functional Positions of Agricultural Extension Agents is the newest regulation that 

has not been widely. This study aims to determine the effectiveness of socialization 

on the level of knowledge of agricultural extension agents in South Bengkulu 

Regency about the regulation. Data collection was carried out through a survey 

involving 15 agricultural extension agents in South Bengkulu Regency as 

respondents in December 2021. Data analysis used paired t-test. The results 

showed that the average level of knowledge of extension agents increased from 

74.44 to 88.00 from a scale of 0-100 or an average increase of 13.56% due to 

socialization. This increase in knowledge is significant at the level of α=0.05, 

indicates that the socialization of PermenpanRB 35/2020 is effective in increasing 

the knowledge of extension agents in South Bengkulu Regency. Therefore, it is 

necessarry further socialization of PermenpanRB 35/2020 in the subdistrict level 

in order to increase the knowledge of agricultural extension agents about this rule. 

1. PENDAHULUAN 

Penyuluh pertanian memiliki peranan yang penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. 

Pentingnya penyuluh pertanian ditunjukkan dengan telah adanya cikal bakal aktivitas penyuluhan 

pertanian sejak zaman kolonial Belanda (Sirnawati, 2020). Selanjutnya pada zaman Orde Baru, 
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penyuluh pertanian menjadi komponen penting dan berkontribusi nyata dalam pencapaian swasembada 

pangan di era revolusi hijau melalui penerapan teknologi (Sadono, 2008; Sumardjo, 2012). Pada era 

reformasi, kelembagaan penyuluhan pertanian terdesentralisasi dengan diterbitkannya UU Nomor 16 

tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta UU Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Syahyuti, 2016). Penyuluhan pertanian juga telah menjadi tanggung 

jawab bersama semua pihak dari pusat sampai ke daerah dengan adanya UU 23/2014 tersebut (Vintarno 

et al., 2019). 

Kelembagaan penyuluhan pertanian terus berubah dari waktu ke waktu. UU Nomor 23 tahun 2014 

menyebabkan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah pada saat ini menginduk ke Dinas Pertanian 

pada kabupaten/kota/Provinsi, yang sebelumnya merupakan Badan/Kantor Penyuluhan tersendiri sesuai 

dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2006. Dinamika tersebut menyebabkan tugas penyuluh pertanian 

semakin luas, bukan hanya fokus pada kegiatan penyuluhan pertanian saja, tetapi juga secara langsung 

mengawal keberhasilan program pembangunan pertanian dari Dinas Pertanian pada setiap wilayah 

kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya penyuluh pertanian 

dalam dinamika kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut (Prayoga, 2017; Lindung, 2021). 

Kapasitas penyuluh sangat terkait dengan berbagai permasalahan kelembagaan. Sinergi antar 

lembaga dalam peningkatan kapasitas penyuluh (Humaedah et al., 2016), kebijakan yang tepat dalam 

pengembangan kelembagaan, kuantitas, dan kualitas penyuluh (Sunartomo, 2016), serta penguatan 

kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten (Listiana et al., 2018), merupakan beberapa 

cara untuk memperkuat kapasitas penyuluh pertanian di daerah. Upaya ini terutama ditujukan untuk 

meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di daerah yang langsung berhadapan dengan petani di 

lapangan yang relatif memiliki tingkat pengetahuan yang rendah dalam penerapan teknologi, kurang 

berorientasi agribisnis, dan skala usahatani yang kecil (Harahap et al., 2016).  

Kinerja penyuluh pertanian ditentukan oleh kompetensi, motivasi, dan kemandirian penyuluh 

(Sapar et al., 2012). Pengetahuan merupakan salah satu bentuk kompetensi yang sangat penting. 

Penyuluh pertanian yang memahami dengan baik tentang aturan jabatan fungsionalnya akan lebih 

termotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan, karena tugas dalam kegiatan 

penyuluhan sekaligus sebagai kesempatan untuk mendapatkan angka kredit demi peningkatan kariernya 

sebagai penyuluh pertanian. 

Peran aktif organisasi profesi penyuluh pertanian dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan penyuluh pertanian, terutama tentang aturan yang mengatur kelembagaan penyuluh. Hal 

ini karena dinamika kelembagaan penyuluhan berpengaruh besar dalam sistem penyuluhan pertanian 

(Nurlaili & Wahjuti, 2018). Penyuluh pertanian seringkali belum memahami dengan baik aturan dalam 

pengembangan karier mereka dalam pelaksanaan tugas penyuluhan. Sebagai contoh, Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 

(PermenpanRB 35/2020) tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian merupakan aturan baru yang 

belum tersosialisasi secara baik kepada penyuluh pertanian di daerah. 

Kabupaten Bengkulu Selatan adalah salah satu dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang 

memiliki 114 penyuluh pertanian yang tersebar di 10 Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Perhiptani 

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wadah organisasi profesi penyuluh pertanian di Kabupaten 

Bengkulu Selatan telah berupaya meningkatkan kompetensi penyuluh dengan menyelenggarakan 

sosialisasi PermenpanRB 35/2020 kepada Koordinator Penyuluh Pertanian BPP dan Tim Penilai Unit 

Kerja Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan sosialisasi 

seperti ini penting untuk memperkenalkan atau menyebarluaskan suatu informasi kepada masyarakat 

atau petugas instansi pemerintah (Indraningsih, 2015). 

Unsur peserta merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan suatu kegiatan 

sosialisasi. Penyuluh pertanian yang dilibatkan sebagai peserta merupakan agen yang diharapkan akan 

mensosialisasikan lebih lanjut PermenpanRB 35/2020 ini kepada penyuluh pertanian lainnya. Menurut 

Subadi (2008), terdapat empat agen sosialisasi dalam proses pendidikan yaitu keluarga (pendidikan 

informal), kelompok pergaulan (pendidikan nonformal), kelompok sekolah (pendidikan formal), dan 

media massa. Oleh karena itu, penyuluh pertanian merupakan salah satu agen dalam mendukung 

aktivitas pendidikan nonformal. 
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Efektifitas suatu kegiatan sosialisasi kepada penyuluh pertanian penting diteliti agar dapat 

diketahui manfaatnya bagi penyuluh pertanian itu sendiri. Metode sosialisasi dalam bentuk Training of 

Trainer (ToT) atau ceramah kepada penyuluh pertanian yang sesuai dengan kebutuhan peserta dalam 

rangka mendukung berbagai program pembangunan pertanian, efektif meningkatkan pengetahuan 

penyuluh pertanian (Suci dan Jamil, 2019; Widayani et al., 2021). Selain peningkatan pengetahuan, 

manfaat lain yang akan diterima dari suatu proses sosialisasi adalah memotivasi penyuluh pertanian 

untuk terus belajar (Wijaya et al., 2020). 

Sosialisasi kepada Koordinator Penyuluh BPP dan Tim Penilai Unit Kerja Penyuluh Pertanian di 

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tentang PermenpanRB 35/2020 penting dilakukan karena 

merekalah yang secara langsung akan melakukan pembinaan fungsional terhadap penyuluh pertanian 

lapangan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Tanpa bekal pengetahuan yang memadai, maka pelaksanaan 

tugas pembinaan kepada penyuluh pertanian lapangan tersebut menjadi kurang optimal. Sosialisasi 

tentang PermenpanRB 35/2020 kepada Koodinator Penyuluh BPP dan Tim Penilai Unit Kerja Penyuluh 

Pertanian di daerah merupakan keunikan dalam penelitian ini karena belum diungkap dalam berbagai 

referensi. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas sosialisasi terhadap 

tingkat pengetahuan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan tentang PermenpanRB 

35/2020. 

2. METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan melibatkan 15 orang penyuluh pertanian sebagai 

responden. Responden adalah 10 orang Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada 11 kecamatan 

dan lima orang Penilai Unit Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. PermenpanRB 

35/2020 terdiri dari 17 Bab dan 58 Pasal. Tingkat pengetahuan penyuluh pertanian dievaluasi sebelum 

dan sesudah sosialisasi PermenpanRB 35/2020 melalui pengisian kuesioner yang terdiri atas 30 

pertanyaan dengan opsi jawaban benar dan salah. Kisi-kisi kuesioner penelitian ditampilkan pada Tabel 

1. Selain tingkat pengetahuan penyuluh, juga dikumpulkan data tentang keragaan penyuluh pertanian di 

Kabupaten Bengkulu Selatan dengan memanfaatkan data sekunder dari Dinas Pertanian Kabupaten 

Bengkulu Selatan.  

 

Tabel 1. Kisi-kisi kuesioner penelitian. 

No. Tema pertanyaan Jumlah pertanyaan 

1. Penggolongan jabatan fungsional  2 

2. Kategori jabatan fungsional  2 

3. Uraian tugas jabatan  2 

4. Pelaksanaan tugas jabatan 2 

5. Syarat pengangkatan  4 

6. Penilaian kinerja 6 

7. Angka kredit, Hasil Kerja Minimal (HKM), dan uji kompetensi 4 

8. Kenaikan jenjang jabatan 4 

9. Tim penilai 1 

10. Instansi pembina  1 

11. Organisasi profesi 1 

12. Status hukum PermenpanRB Nomor 35/2020  1 

 Jumlah 30 

 

Peningkatan pengetahuan penyuluh dianalisis dengan menggunakan uji-t berpasangan pada 

selang kepercayaan 95% (α=0,05). Uji-t berpasangan merupakan salah satu metode statistik parametrik 

untuk menguji hipotesis dua data yang tidak bebas atau data berpasangan (Nuryadi et al., 2017). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

- Ho = μ1 - μ2 = 0 atau μ1 = μ2 atau tidak terjadi perubahan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah 

sosialisasi.  

- Ha = μ1 - μ2 ≠ 0 atau μ1 ≠ μ2 atau terjadi perubahan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah 

sosialisasi. 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui hasil uji-t berpasangan dengan prosedur sebagai berikut 

(Nuryadi et al., 2017): 
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1. Menentukan nilai ttabel berdasarkan nilai signifikansi dan derajat bebas α = 0,05; df (n-1). Nilai ttabel 

dalam penelitian ini sebesar 2,14 (uji dua arah). 

2. Menghitung nilai thitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡 = (𝐷̅ 𝑥 √𝑛)/ 𝑆𝐷    (1) 

 dimana 

𝑆𝐷 = √𝑆2  (2) 

dan 

𝑆2 =
1

𝑛−1
∑ [(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) −  𝐷̅]2𝑛

𝑖=1
  (3)  

sehingga  

𝑡 = (𝐷̅ 𝑥 √𝑛)/ √[(
1

𝑛−1
∑ [(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) −  𝐷̅]2𝑛

𝑖=1
 (4)   

Keterangan: 

t  =  nilai thitung 

𝐷̅  = rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2 

SD = Standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2 

S2 = Varians selisih pengukuran 1 dan 2 

n = jumlah sampel 

3. Membuktikan hipotesis: jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan jika thitung < ttabel maka H0 diterima. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Keragaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan  

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi 

Bengkulu. Kabupaten ini memiliki 11 kecamatan dan 158 desa/kelurahan (BPS Kabupaten Bengkulu 

Selatan, 2020). Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2021, 

terdapat 114 orang penyuluh pertanian yang tersebar di 10 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Keragaan 

penyuluh pertanian tersebut disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Keragaan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan. 

No. Uraian Penyuluh pertanian 

  Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. Wilayah kerja    

 - BPP Kota Manna 10 8,8 

 - BPP Manna 10 8,8 

 - BPP Seginim 15 13,2 

 - BPP Air Nipis 10 8,8 

 - BPP Bunga Mas 9 7,9 

 - BPP Kedurang Ilir 9 7,9 

 - BPP Kedurang 12 10,5 

 - BPP Pino Raya 16 14,0 

 - BPP Pino 13 11,4 

 - BPP Ulu Manna 10 8,8 

 Jumlah 114 100,0 

 2. Status penyuluh ASN   

 - PNS  65 57,0 

 - PPPK  49 43,0 

 Jumlah 114 100,0 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebaran  penyuluh pertanian tidak merata pada setiap BPP. Jumlah 

penyuluh di Kabupaten Bengkulu Selatan antara 10-16 orang per BPP. Permasalahan kepegawaian yang 

dihadapi adalah masih terdapat 49 orang penyuluh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau 43,0% dari jumlah 

penyuluh yang belum menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian. Mereka adalah ASN yang 

berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat dari para penyuluh eks 

Tenaga Harian Lepas (THL) dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten 

Bengkulu Selatan perlu berupaya untuk mempercepat peningkatan kapasitas mereka menjadi fungsional 

penyuluh pertanian sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Rasio jumlah penyuluh dibandingkan dengan jumlah desa relatif masih rendah yaitu 0,72  (Tabel 

3), sehingga ada penyuluh yang membina 2 desa binaan. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian menjadi 
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salah satu kendala dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Beban kerja yang tinggi karena wilayah 

binaan yang cukup luas dan kelompok tani binaan yang cukup banyak menyebabkan kinerja penyuluh 

menjadi kurang optimal (Pramono et al., 2017). Jumlah penyuluh di Kabupaten Bengkulu Selatan 

sebanyak 114 orang yang membina 158 desa/kelurahan menyebabkan adanya 44 orang penyuluh yang 

harus membina 2 desa. 

 

Tabel 3. Rasio penyuluh pertanian dengan desa binaan di Kabupaten Bengkulu Selatan. 

No. Balai Penyuluhan  

Pertanian (BPP) 

Jumlah wilayah binaan 

(kecamatan) 

Jumlah 

penyuluh 

(orang) 

Jumlah 

desa 

binaan 

Rasio jumlah 

penyuluh dengan 

desa binaan (orang) 

1. Kota Manna Kota Manna, Pasar Manna 10 20 0,50 

2. Manna Manna 10 18 0,56 

3. Seginim Seginim 15 22 0,68 

4. Air Nipis Air Nipis 10 10 1,00 

5. Bunga Mas Bunga Mas 9 10 0,90 

6. Kedurang Ilir Kedurang Ilir 9 12 0,75 

7. Kedurang Kedurang 12 19 0,63 

8. Pino Raya Pino Raya 16 21 0,76 

9. Pino Pino 13 16 0,81 

10. Ulu Manna Ulu Manna 10 10 1,00 

 Jumlah  141 158 0,72 

 

Kekurangan jumlah penyuluh ini telah diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan 

dengan pengangkatan 51 orang penyuluh swadaya yang berasal dari petani (Gambar 1). Penyuluh 

swadaya diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian di wilayahnya masing-masing. 

Menurut Syahyuti (2014), penyuluh swadaya memiliki keunggulan dalam penyuluhan secara spesifik 

lokasi dengan alasan: (1) mampu menciptakan penyuluhan yang partisipatif, (2) memiliki kemampuan 

yang baik dalam mengorganisasikan petani karena telah terlibat langsung dalam berbagai organisasi 

petani, (3) mampu menjadi penghubung antara petani dan aparatur pemerintah, (4) dapat menjadi agen 

bisnis potensial karena sekaligus berperan sebagai pelaku utama agribisnis, (5) mampu mentransfer 

teknologi karena memiliki pengalaman langsung di lapangan, dan (6) telah memiliki modal sosial yang 

baik pada komunitas petani binaannya. Modal sosial ini muncul karena penyuluh swadaya memiliki 

empati dan kepedulian yang tinggi dalam pembinaan petani (Amin et al., 2019). 

 

 

Gambar 1. Persentase jumlah penyuluh pertanian ASN dan swadaya  

di Kabupaten Bengkulu Selatan. 

 

Keterbatasan yang dimiliki penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan bukan hanya dari 

segi jumlah dan sebarannya, namun juga dari sisi kompetensi seperti tingkat pendidikan, bidang 

pendidikan, dan jenjang jabatan fungsional. Gambar 2 menunjukkan persentase tingkat pendidikan 

penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan.  

 

69.1

30.9

ASN (51 orang) Swadaya (114 orang)
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Gambar 2. Persentase penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan  

berdasarkan tingkat pendidikan. 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan dominan 

memiliki tingkat pendidikan S1. Permasalahannya adalah terdapat 30,7% dari total jumlah penyuluh 

pertanian yang masih berpendidikan Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Pertanian yang sederajat dengan SMA. Di dalam PermenpanRB 35/2020 disyaratkan 

pendidikan penyuluh pertanian minimal D3, sehingga perlu upaya peningkatan kapasitas pendidikan 

penyuluh pertanian yang masih SMA/sederajat melalui jenjang pendidikan formal menjadi minimal 

setingkat D3 untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan. 

Sebaran bidang pendidilkan formal penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan 

ditampilkan pada Gambar 3. Pada gambar tersebut terlihat bahwa 62,3% dari jumlah penyuluh pertanian 

di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki pendidikan formal di bidang budidaya pertanian. Ini berarti 

terjadi ketimpangan kompetensi penyuluh pertanian berdasarkan bidang pendidikan. 

 

 

Gambar 3. Persentase bidang pendidikan formal penyuluh pertanian  

di Kabupaten Bengkulu Selatan . 

 

Ketimpangan bidang pendidikan formal ini bukanlah menjadi halangan bagi pengembangan 

penyuluhan dalam komoditas peternakan, maupun bidang-bidang teknis yang terkait dengan pertanian 

lainnya seperti pasca panen, hama dan penyakit tanaman, ilmu tanah, maupun sosial ekonomi pertanian. 

Pengalaman lapangan berupa komunikasi antar penyuluh dan pelatihan teknis dapat dilakukan untuk 

menambah kompetensi pengetahuan penyuluh pertanian untuk menunjang kinerja di lapangan. Anwas 
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(2013) berpendapat bahwa bidang pendidikan formal penyuluh PNS tidak signifikan pengaruhnya 

terhadap kompetensi penyuluh pertanian. 

Jika ditinjau dari sisi jenjang jabatan fungsional, penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu 

Selatan yang telah menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli sebanyak 41,2%, penyuluh 

pertanian pelaksana 15,8%, sedangkan 43,0% penyuluh pertanian lainnya belum menduduki jabatan 

fungsional (Tabel 4). Ini menunjukkan bahwa sebaran penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu 

Selatan berdasarkan jenjang jabatan fungsional sudah relatif berimbang. 

 

Tabel 4. Jenjang fungsional penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan. 

No. Uraian Penyuluh pertanian 

  Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. Ahli Madya 17 14,9 

2. Ahli Muda 20 17,5 

3. Ahli Pertama 10 8,8 

4. Pelaksana Lanjutan 5 4,4 

5. Pelaksana 7 6,1 

6. Pelaksana Pemula 6 5,3 

7. Penyuluh belum menduduki jabatan fungsional 49 43,0 

 Jumlah 114 100,0 

 

Jumlah penyuluh pertanian ahli sebanyak 41,2% mengindikasikan bahwa secara umum 

kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah cukup baik. Yusneli dan Tanjung 

(2021) menyatakan bahwa jenjang jabatan penyuluh pertanian berpengaruh positif terhadap kompetensi 

dalam penguasaan tugas dan fungsi penyuluhan seperti kemampuan memahami potensi wilayah dan 

mengomunikasikan inovasi. 

3.2. Pengetahuan Penyuluh Pertanian terhadap Permenpan RB 35/2020 

Pengetahuan penyuluh dievaluasi dalam kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh 15 orang penyuluh 

pertanian kategori keahlian sebagai peserta. Umur peserta antara 26-53 tahun dengan tingkat pendidikan 

D3 sampai dengan S2. Tingkat pengetahuan penyuluh diukur sebelum dan sesudah sosialisasi 

PermenpanRB 35/2020. Hasil evaluasi pengetahuan penyuluh pertanian disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Skor pengetahuan penyuluh pertanian sebelum dan sesudah sosialisasi. 
No. responden Skor sebelum Skor sesudah Peningkatan (%) 

1 60,00 90,00 30,00 

2 70,00 86,67 16,67 

3 53,33 93,33 40,00 

4 76,67 90,00 13,33 

5 80,00 90,00 10,00 

6 83,33 86,67 3,33 

7 80,00 90,00 10,00 

8 60,00 53,33 -6,67 

9 83,33 90,00 6,67 

10 86,67 90,00 3,33 

11 66,67 96,67 30,00 

12 93,33 93,33 0,00 

13 80,00 90,00 10,00 

14 83,33 96,67 13,33 

15 60,00 83,33 23,33 

Rara-rata 74,44 88,00 13,56 

 

Tabel 5 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan penyuluh pertanian sebanyak 

13,56% setelah sosialisasi dari skor 74,44 menjadi 88,00. Peningkatan pengetahuan penyuluh tersebut 

antara 3,33-40,00%. Peningkatan skor terjadi hampir pada seluruh penyuluh pertanian, kecuali 1 orang 

penyuluh yang skor pengetahuannya tetap dan 1 orang penyuluh yang skornya menurun. Peningkatan 

pengetahuan ini terjadi karena materi PermenpanRB 35/2020 yang disosialisasikan relatif bukan sesuatu 

yang sama sekali baru bagi penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan 

telah melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian sebagai profesi mereka sehari-hari, sehingga sosialisasi 
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tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian direspons dengan baik karena dibutuhkan penyuluh. 

Pengetahuan penyuluh pertanian tentang informasi program pembangunan pertanian dapat ditingkatkan 

melalui kegiatan sosialisasi (Anto dan Andriansyah, 2020; Hidayah et al., 2021). 

Tingkat pengetahuan penyuluh terhadap PermenpanRB 35/2020 setelah sosialisasi meskipun 

telah tergolong baik dengan rata-rata mencapai nilai 88,00 (dari skala 100), namun terdapat tiga butir 

pertanyaan yang masih kurang dipahami oleh penyuluh setelah pelaksanaan sosialisasi yaitu butir 

pertanyaan ke-2, 6, dan 30. Tidak sampai 50% responden yang mampu menjawab ketiga butir 

pertanyaan tersebut dengan tepat (Gambar 4).  

 

 

Gambar 4. Perbandingan pengetahuan penyuluh pertanian berdasarkan butir pertanyaan yang dijawab 

dengan tepat sebelum dan sesudah sosialisasi PermenpanRB 35/2020. 

 

Butir pertanyaan ke-2 (tentang penggolongan jabatan fungsional penyuluh pertanian) masih 

belum dipahami penyuluh. Penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan masih menganggap 

bahwa fungsional penyuluh pertanian termasuk ke dalam rumpun ilmu sosial. Padahal menurut 

PermenpanRB 35/2020 Pasal 2 (ayat 4), Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian termasuk dalam 

klasifikasi/rumpun ilmu hayat. Butir pertanyaan ke-6 (tentang penilaian angka kredit) juga belum 

seluruhnya dipahami dengan baik. Sebagian besar penyuluh pertanian di dalam sosialisasi belum 

mengetahui bahwa penyuluh pertanian yang melaksanakan jabatan satu tingkat di atas jenjang 

fungsionalnya memperoleh angka kredit 80% dari angka kredit yang seharusnya sebagaimana yang 

diatur di dalam PermenpanRB 35/2020 Pasal 11 (ayat1 huruf a). Butir pertanyaan terakhir yang masih 

belum dipahami oleh sebagai besar peserta sosialisasi adalah butir pertanyaan ke-30 bahwa Permentan 

Nomor 35/Permentan/OT.140/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh 

Pertanian dan Angka Kreditnya yang selama ini menjadi panduan bagi peenyuluh pertanian masih tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PermenpanRB 35/2020 dan belum diganti dengan 

petunjuk teknis yang baru (PermenpanRB 35/2020 Pasal 66). 

3.3. Efektivitas Sosialisasi terhadap Peningkatan Pengetahuan Penyuluh Pertanian 

Efektivitas sosialisasi PermenpanRB 35/2020 kepada penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu 

Selatan dianalisis dengan uji-t berpasangan. Hasil perhitungan statistik peningkatan pengetahuan 

penyuluh ditampilkan pada Tabel 6 
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Tabel 6. Perhitungan  statistik peningkatan pengetahuan penyuluh. 

No. 

responden 

Skor pengetahuan Selisih 

skor 

(xj - xi) 

Rata-rata selisih 

skor (𝐷̅) 
[(xj - xi) - 𝐷̅)] [(xj - xi) - 𝐷̅)]2 Sebelum 

(xi) 

Sesudah 

(xj) 

1 60,00 90,00 30,00 

13,56 

16,44 270,42 

2 70,00 86,67 16,67 3,11 9,68 

3 53,33 93,33 40,00 26,44 699,31 

4 76,67 90,00 13,33 -0,22 0,05 

5 80,00 90,00 10,00 -3,56 12,64 

6 83,33 86,67 3,33 -10,22 104,49 

7 80,00 90,00 10,00 -3,56 12,64 

8 60,00 53,33 -6,67 -20,22 408,94 

9 83,33 90,00 6,67 -6,89 47,46 

10 86,67 90,00 3,33 -10,22 104,49 

11 66,67 96,67 30,00 16,44 270,42 

12 93,33 93,33 0,00 -13,56 183,75 

13 80,00 90,00 10,00 -3,56 12,64 

14 83,33 96,67 13,33 -0,22 0,05 

15 60,00 83,33 23,33 9,78 95,60 

 Jumlah 203,33   2232,59 

 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 6, maka ditentukan nilai thitung sebesar 4,15 sebagai berikut. 

𝑡 = (𝐷̅ 𝑥 √𝑛)/ 𝑆𝐷    5 

dimana nilai:  𝐷̅ = 203,33 / 15 =  13,56     

√𝑛 =  √15 = 3,87    

𝑆𝐷 = √𝑆2 6 

𝑆2 =
1

𝑛−1
∑ [(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) −  𝐷̅]2𝑛

𝑖=1
  7 

𝑆2 =
1

14
(2232,59) = 159,47  

sehingga:  𝑆𝐷 = √159,47 = 12,63 

maka thitung: 𝑡 = (13,56 𝑥 3,87)/ 12,63 = 4,15    

 

Nilai thitung peningkatan pengetahuan penyuluh sebesar 4,15 lebih dari nilai ttabel sebesar 2,14 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa selisih rata-rata nilai skor 

pengetahuan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum dan sesudah sosialisasi 

PermenpanRB 35/2020 berbeda nyata. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi 

PermenpanRB 35/2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian telah efektif meningkatkan 

pengetahuan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan. 

Sosialisasi tentang PermenpanRB 35/2020 efektif meningkatkan tingkat pengetahuan penyuluh 

pertanian karena materi tersebut dibutuhkan penyuluh karena sangat terkait dengan pengembangan 

jenjang karir fungsional penyuluh pertanian. Efektivitas sosialisasi dalam bentuk peningkatan 

pengetahuan penyuluh pertanian terjadi jika materi yang disosialisikan dibutuhkan dalam mendukung 

kinerja dan karir mereka sebagai penyuluh pertanian (Suci dan Jamil, 2019; Wijaya et al., 2020; 

Widayani et al., 2021). 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Pemahaman penyuluh pertanian tentang peraturan jabatan fungsional merupakan hal yang sangat 

penting dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan karier. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 (PermenpanRB 35/2020) 

tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian merupakan peraturan terbaru yang belum banyak 

tersosialisasikan kepada penyuluh pertanian di daerah. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian 

besar meningkat pemahamannya. Peningkatan pengetahuan ini terjadi karena materi PermenpanRB 

35/2020 yang disosialisasikan relatif bukan sesuatu yang sama sekali baru bagi penyuluh pertanian, 

Penyuluh pertanian pada dasarnya sudah melaksanakan materi yang dijabarkan di peraturan tersebut, 

namun memang belum sepenuhnya memahami utamanya dalam hal administrasi angka kredit dan 

jenjang karir penyuluh pertanian. Hal ini tercermin dari hasil penjabaran ketepatan jawaban penyuluh 
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pertanian dalam 30 butir pertanyaan yang diberikan. Selain itu, hasil statistic uji t menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan pengetahuan antara sebelum dan sesudah diberikan sosialisasi. Hal ini 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi PermenpanRB 35/2020 tentang Jabatan Fungsional 

Penyuluh Pertanian telah efektif meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu 

Selatan. 

4.2. Saran 

Sosialisasi PermenpanRB 35/2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian perlu 

dilakukan kepada seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan secara berjenjang. Oleh 

karena itu, disarankan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Organisasi 

Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan penyuluh pertanian lapangan untuk mensosialisasikan 

aturan ini sampai dengan tingkat kecamatan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten 

Bengkulu Selatan dengan narasumber masing-masing Koordinator Penyuluh Pertanian BPP yang telah 

mengikuti sosialisasi. 
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